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BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk meiaksana-kan ketentuan Pasal 65
ayat {2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2A14 tentang Desa perrlu regulasi
mengenai Badan Permusyawaratan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hur,uf a, maka perlu noerrbentuk
Peraturan Daerah tentalg Badan Permusyawaratan
Desa;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (kmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ).O92);
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2ALl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repn:bli}< lndonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
InConesia Nomor 5234)r;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a95);
Undang-tlndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintehan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrlir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015
tentang PerubaLran Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

2.

3.

4.



6.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun L982
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daeratr
Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L982 Nomor 9);
Peraturan Pemerinta,h Nor:nor lO Tahun 1986
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat dan Ka.bupaten Derah Tingkat II
Deii Serdang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 33221;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
L23, Tambahan l,embaran Negara Reprablik
Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4
Tahun 2OA9 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OOg
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Non:or 3).

Dengan Per8etuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan

BUPATI LANGKAT

MttUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG B畑 樹
PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM
｀    Pasal■

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dilnaksud dcngan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat,
2. Pemenntahan   Dacrah   adalah   Penyelenggaraan   urusan

)eme五ntah dacrah dan dewan pC3vakilan rakyatpeme五ntahan olch I
daerah menurut asas otOnon■i dan tugas pembantuan dengan
pnnSip otonon■ i scluas‐ luasnya dalalll sistem dan prlnsip Negara

5.

7.

8.



Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerirrtahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenalgan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

addah lembaga perwakilan ralqyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintatran Daerah

6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan narna lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormatr dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa addah kepda desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

B. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan narna lain adalah lembaga yang melaksanal<an
fungsi pemerintatran yang anggotarrya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh
BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB II
UMUM

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian kedua
Keanggotaan BPD

Pasal 3

(1) Anggota BPD merupakan wakii dari penduduk Desa berdasarkan
ketenrakilan wilayah yang pengisiannya dilalmkan secara
demokratis.

(2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggat pengucapan sumpah / ja.nji.



ａ
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(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih
r.lntrrk rnasa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(4) Kepala Desa dan BPD membentuk Panitia Pemilihan BPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegarlg teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan rnemelihara keutuhan Negara Kesatrran
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. bemsia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah
menikah;

d. berpendidikan paling rendah ta.mat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan merrjadi anggota BPD; dan
wakil penduduk Desa yang dipilih secara den:okratis.

Bagian Keempat
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 5

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara
langsung atau rnusyawarah pelwakilan dengan menjamin
keterwakilan perempuan.

(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
pervuakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa
membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala
Desa.

(3) Panitia pengisian anggota Badan Perrnusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas unsur perangkat
Desa dan unsur ma.syarakat lainnya dengan jumlah anggota dan
komposisi yang proporsional.

(4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat {2)
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah
kabupaten.

ｅ
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Pasai 6

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
melakukan penjaringan dan penynringan bakal calon anggota
Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum masa keanggotaan Badan Permusya:waratant Desa
berakhir.

(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sarna atau trebih dari
anggota Badan Permusyarvaratan Desa yang dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan
langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemiiihan langsung
calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2i.

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan melalu.i proses musyawarah
perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses
musyawarah perwakiian oleh unsur rnasyarakat yang mempunyai
hak pilih.

(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) disampaikan oleh
panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada
kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil
pemilihan lan gsung atau musl,awarah pe rwakilan.

(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan
seba.gaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala
Desa kepada bupati paling larna 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya
hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh
bupati.

Pasal 7

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan
bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan
hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala
Desa.
Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa
dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lasra
30 (tiga puluh) Hari sejal< diterbitkannya keputusan br-rpati
mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(1)

(2)

46



Bagiau Keli"na
Perrgisian BPD Antar Waktu

Pasal I

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antanraktu
ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa

Bagian Keenam
Pengangkatan Anggota B.FD

Pasal 9

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling
sedikit 5 (lirna) orang dan paling banyak 9 (sernbilan) orang,
dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan
kemampuan Keuangan Desa.

{2) Anggota BPD sebelum memangku jabatanniia bersumpah/berjanji
secara bersama-safila di hadapan masyarakat dan dipandu oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Ttrhan, sa.ya bersumpah /berjanji bahwa saya akan
memenuhi kervajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selal.u taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segaia peratrrran
perundang-unclangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, daerah, dan Negara Kesatrran Repubiik Indonesia".

Bagian KetuJuh
trimpinan BPD

Fasal LO

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satr:) orarlg ketua, I (satr:) orang
wakil ketua, da-n 1 (satu) orang sekretaris.
Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari
dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD ya:rg
diada-kan secara khusus.
Rapat pernilihan pimpinan BPD r,rntuk pertama kaii dipimpin oleh
anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Baglan Kedelapan
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 11

Anggota BPD berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Perrnintaan sendiri; atau
c. DibsrhenLikau.
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(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hun:f c karena:
a. Berakhir masa keanggotaan;
b. Tidak dapat melalcsana}can tugas secara berkeianjutan atau

berhalangan tetap secara berturu+,-turut selama 6 (enam) bulan;
c. Tidak Tagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.

(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada
Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.

(4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 12

(1) BPD men5rusun peraturan tata tertib BPD.
{2) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

a. waktu musyawarah BPD;
b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
c. tata cara mltsyawal:ah BPD;
d. tata iaksarra dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota

BPD; dan
e. pembuatan berita acara rnusyawarah BPD.

(3) Pengaturan mengenai vraktu musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hun:f a meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; cian
d. da-ftar hadir anggota BPD.

t4l Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebaga.imana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan

anggota hadir lengkap;
b. penetapan pimpinan musyawarah apabila kehra BPD

berha-langan hadir;
c. penetapan pimpinan mus5irawarah apabila ketua dan wakit

ketua berhalangan hadir; dan
d. penetapan seca-ra fungsional pimpinan musyawarah sesuai

dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian
anggota BPD antar waktu.

(5) Pengaturan rnengenai tata curra rnusyawarah BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. ta.ta cara pembahasan rancangarl peraturan desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan prograrn Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
d. tata cara penarnpungan atau penyaJuran aspirasi masyarakat.



(6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat
BPD sebagairnana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi;
a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan

Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas

pandangan BPD;
c. pemberian pandangan al<hir atas jawaban atau pendapat kepala

Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada

bupati.

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyalvarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acatra;
d. penandatai'Lganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB IItr
TXAK D.AN I{EWA^IIBAN BPD

Pasal 13

BPD Berhak:

a, menga',vasi dan meminta keterangan tentang penyelengg€rraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelengga-raan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksarilaan tugas dan fungsinya
dari AnggErran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal■4

Anggota BPD Berhak:

mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
mengajukan pertanyaan;
menyampaikan usul dan/atau pendapa!
memilih dan dipilih; dan
mendapat tunjangan dari Anggar-an Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal L5

Anggota BPD wajib:

a. memegang teguh dan mengamalka:r Pancasila, melaksanakan
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun r94s,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal Ika;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemenntahan Desa;

(7)
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menyerap, menarnpung, menghimPUr, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelornpok, dan/atau golongan;
mertghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
dan
menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa.

LARAlrcAffi;lvcorA BPD

Pasal 16

Anggota BPD dilarang:
a. memgikan kepentingan urnrtrn, rneresahkan sekelornpok

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak iain yang dapat memengar:Lthi keputusan
atatr tindakan yang akan dilakukannya;
menyalahgunakan wewenang;
melanggar sumpa-h / jxrjij abatan;
merangkap jabatan sebagai l(epala Desa dan perangkat Desa;
merangkap seba.gai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewa:r Perrrakilan Daerah Republik lndonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peratrrran perundangarr-undangan;
sebagai pelaksana proyek Desa;
menjadi pengurus partai politik; dan/atau
menjadi anggota dao/atau pengurus organisasi terlarang.

BA.B V
MEI(ANISME MUSYAUTARAH BPD

Pasal 17

Mekanisme Musyawarah BPD, yaitu:

musyawarah BPD dipirnpin oleh pimpinan BPD;
musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
pengambilan keptrtusan dilakukan dengan cara mu.syawarah guna
mencapai muf,akat;

d. apabila musyawaral: mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilalqrkar dengan cara pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d
dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 712 (satu
perdua) ditambah 1 (satu) dari jumtah anggota BPD yang hadir; dan

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputtrsan BPD dan
dilarnpiri notrrlen rrrusyarvarrl yrrtg dibuat oleh sekretaris BPD-
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PENJEI"ASAT{
PERATURAI{ DAERAH I(ABUPATEN LITNGKAT

lroMoR 4 TAHUN 2(}15
TENTANG

BADAIT PERMUSYAUTARATAIT DESA

I. T'MUM

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna
lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang
anggotanya mempakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterrrrakilan wilayah dan ditetapkan secara. demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan
permusyawaratan di tingkat Desa yang tumt membahas dan
menyepakati berbagai kebliakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Dalam upaya meningkatlcan kinerja kelembagaan di tingkat Desa,
memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan
Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah
Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalatr
forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yu$ diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal
yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintatran Desa.
Hasil Musyawarah Desa dalam benhrk kesepakatan yang ditrrangkan
dalam kepuhrsan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan
Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasa1 1
Cukup jelas.

Pasa1 2
Cukupjelas。

Ptta1 3

村 at(1)
Cukupjelas.
Ayat(2)
Cukupjchs.
Ayat(3)
Cukupjelas,
Ayat(4
Cukupjelas.

P― 14
Cukupjelas,

Pasa1 5
Ayat(1)
Cll● ln inins



Ayat(2)
Cukup jelas.

対 at 13)

Cukupjelas.
Ayat{4)
Cukupjelas.

Pasa1 6
Ayat{1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukupjelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.
Ayat(4)
Cukupjelas,
Ayat(5)
Cukupjelas.
Ayat(6)
Cukup jelas,

Pasa1 7
Ayat(1)
Cukup jelas.

村 at(2)
Cukupjelas.

Pasa1 8
Cukup jelas。

Pasa1 9
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat{2)
Cukup jelas,
Ayat(3)
Cukupjelas.

Pasa1 10

Ayat(1)
Cukupjelas.
Ayat{2)
Cukupjelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.

Pan ll
Ayat(1)
Cukupjclas.
Ayat(2)
Cukupjelas.
Ayat(3)



Ayat(4)
Cukup jelas,

Pasal 12
Ayat(1)
Cukupjelas.
村 at(2)

Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukupjelas.
Ayat(4)
Cukup jelas.

対 at(5)

Cukup jelas.
Ayat(6)
Cukup jelas.
Ayat(7)
Cukup jelas.

Pasal■3
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jclas.

Pasal■7
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat(1)
Cukup jclas.
Ayat(2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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